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ABSTRAK:

CATATAN:

bahwa berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan percepatan
implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah;

Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati
Brebes Nomor 097 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Asas dan
Tujuan. Setiap penerimaan APBD dari retribusi pengujian berkala
kendaraan bermotor wajib melalui sistem non tunai. Sarana Pemungutan
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa : a. SKRD ; atau
b. dokumen yang dipersamakan. Pembayaran Retribusi pengujian
kendaraan bermotor dilaksanakan secara non tunai dengan menggunakan
alat atau sistem yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka
peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan aturan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, sistem Non Tunai Pembayaran Retribusi
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dapat diintegrasikan dengan
sistem yang terdapat pada instansi lain apabila diperlukan.

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus
2019.
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